
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR : 1 TAHUN 2009 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daorah 
sebageimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi 
Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peratura.n 
Oaerah tentang Anggaran pendapalan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Ker,a 
Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan 
mum APED sorta prioritas dan plafon anggaran yang telah 
disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada 
tanggal 1 Bulan Desember Tahun 2008; 

c bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan turuf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tanun 200 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4048); 
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Republik Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaye (Lombaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Namor 4117); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaart 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421), 

t1. Undang-Undnng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahen Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan etas Penyelenggaraan Pomerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokolor dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemarintah 
Nomor 24 T ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaran 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia 
Nomor 4574), 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Kouangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Nogar Republik Indonesia Nomor 4614); 
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Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menter Lavant 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tetang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pamerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pipinan an Anggota DPRD; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi intensif dan dana Operasional; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009; 

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139) 

30. Peraturan Daerah Kote Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 
Nomor 70); 

31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 92); 

32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 89); 

33. Paraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tantang 
Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 93); 

34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 96). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
dan 

' WALIKOTA TASIKMALAYA 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
TAHUN ANGGARAN 2009 

TENTANG 
DAERAH 
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1.Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Defisit 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp. 598.408.215.000,­ 
RD, 523744 884.000.­ 
Ro. 25.336.669.000,­ 

Ro. 27.355.379.000,­ 
RD. 2018710000.­ 
Rp. 25.336.669.000,­ 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0,­ 

Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 60.880.152.000,­ 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 506.208.140.000,­ 
c. Lain-lain pendapatan daerah 

yang sah sejumlah Ro. 31.319.923.000,­ 

2.365.130.000,­ 

7.790.711.000,­ 
9.045.058.000,­ 

41.679.253.000,­ 

Ro. 
Rp. 

Rp. 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah 
b. Retribusi Daerah sejumlah 
c. Hasil pengetolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 
d. Lain-lain pendapatan daerah 

yang sah sejumlah 

Rp. 46.889.450.000,­ 
Rp. 418.873.690.000,­ 
Rp. 40.445.000.000,­ 

(3) Dana Perimnbangan sobagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah 
b. Dana Alokasi mum sejumlah 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

0,­ 

0,­ 

0,­ 

0,­ 
0.­ ' 31.319.923.000,­ 

Rp. 

Rp. 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan 
a. Hibah sejumlah Rp 
b. Dana Darurat sejumlah Rp 
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Ro. 
d. Dana Penyesualan tan Otonoml 

Khusus sajumlah 
e. Bantuan keuangan dari provinsl 

atau darl pemerintah daerah lainnya 
sajumlah RD. 

f. Dana Kontijensi / Penyeimbang 
dari Pemerintah 

Pasal3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 391.523.628.000,­ 
b. Belanla Langsung sejumlah Ro. 232.221.256.000,­ 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 356.798.706.000,­ 
b. Belanja Bunga sejumlah RRp. 11.848.000,­ 
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f. Belanja Bagi Hasil sejumlah 
g. Belanja Bantuan Keuangan 

sejumlah 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

....... 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

0,­ 

0,­ 
2.000.000.000,­ 

46.105.046.000,­ 
90.813.409.000,­ 
95.302.801.000,­ 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 

Pasal 4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 27.355.379.000,­ 
b. Pengeluaran sejumlah Rp 2.018.710.000,­ 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan : 
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran sebelumnya 
(SiLPA) sejumlah Rp. 25.039.500.000,­ 

b. Pencairan dana cadangan 
sejumlah Rp. 0,­ 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,­ 

d. Penerimaan pinjaman daerah 
sejumlah Rp. 0,­ 

e. Penerimaan kembali pemberian 
pinjaman sejumlah Rp. 2.315.879.000,­ 

f. Penerimaan piutang daerah 
sejumlah Ro. 0,­ 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan ; 
a. Pembentukan dana cadangan 

eelrdah Rp. 0,­ 
b. Penyertaan modal (investasl) 

Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,­ 
c. Pembayaran pokok utang 

sejumlah Rp. 18.710.000,­ 
d. Pemberian pinjaman daerah 

sejumlah Ro. 0,­ 
e. Keglatan Lan]utan Tahun Lalu Rp. 0,­ 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; ' 

Ill Lampiran 

Pasal 5 
Uralan lebih tan/ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
terdiri dari : 
1. Lampiran L 
2. Lampiran IL 

3. 



 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11, 

12. 
13. 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 
Lampiran 
Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 
Lampiran 

V Rekapitulasi Belanya Laeran untuK resetataa 
dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaar 
Keuangan Negara; 

VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan 
Per Jabatan; 

VII Daftar Piutang Daerah; 
VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

X Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 

XI Dattar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
ini; 

XII Daftar dana cadangan daerah; dan 
XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Pasal 6 
Walikota menetapkan Peraturan 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
pelaksanaan APBD. 

tentang 
sebagai 

Penjabaran Anggaran 
landasan operasional 

Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. 

an di Tasikmalaya 
gal 22 Januari 2009 

A TASIKMALAYA 

Dlundangkan di Tesikmalaya 
gal 23 Januari 2009 

S DAERAH KOTA TASII,MALAYA ,,. 

N DAERAH KOTA TASI} LAYA TAHUN 2009 NOMOR 99 


